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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
1BUKOTA JAKARTA

_-_NOMOR.' 52 TAHUN 2009

.I\ENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PEM[‘RH(SAAN PAJAK REKLAME JAKARTA UTARA

' DENGAN RAHMAT T_UHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS [BUKOTA JAKARTA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 Per’aturéh Daerah Nomor 10 Té’hun

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 42 Peraturan Gubernur.

“Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan
Pajak, periu menstapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemeni{saan Pa;ak Rek!ame Jakarta Utara]

1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok—pckok Kepegawalan _ '
sebagaimana telah diubah dengan ' Undang- Undang Nomor 43 Tahun
19499,

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1'9'97 tentang :Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebaga:mana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 E

/3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2000, ' '

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ketiangan Negara;

5. Undang»Undang Nomoar 1 Tahun 2004 tentang Perben&iaharaaﬂ Negara,;



~10.
11.
12.
13.

Milik Negara/Daerah
14.
15.
186.

17.

18.

19.
20.
21,

22.

23.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang. Pembentukan Peraturan
Perundang- undangan

. Undang Undaﬂg Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan NEgara

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemenntahan Provmsr._
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan-’
Republzk Endonesaa | :

Peraturan Pemermtah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiciaan*
Keuangan Daerah; : _

Peraturan Pemersntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelo!aan Barang_

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pe!aporan Keuangan;_ g

.dan Kinerja EnstaHSt Pemermtah

Peraturan F’emersntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan®
Pemerintahan antara Pemerintah, :Pemerintahan | Daerah Provm& dan.
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - '

Peraturan Pemermtah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengeioﬁaan Uang_

Negara/Daerah

Peraturan Pemermtah Nomor 41 Tahun - 2007 tentang Orgarzlsasf"
Perangkat Daerah :

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang F’edoman'._

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan”
Peraturan Menterz Daiam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Poia-i-
Organisasi P@rangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuarz Umum Pajak
Daerah; . :

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok—pokok Pengelo aan
Keuangan Daerah; _

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ13351 Perangkat
Daerah; : _



Menetapkan :

24. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang. OrgamsaSt dan Tata

Kerja Dinas Peiayanan Pajak

MEMUTUSKAN :

" PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN

TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK REKLAME JAKARTA UTARA.

1.

2.

_ BAB I
KETENTUAN UMUM

'_Pasai. 1

- Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud.deﬁgén :

Daerah adalah Provmsn Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pemerintah . E)aerah adatah Gubernur dan Perangkat Daerah set;)_a'gai'” |

©ounsur penyeienggara pemenntahan daerah

10.

Gubemur adalah Kepala Daerah Provms: Daerah Khusus 1bukota Jakarta

Kota Administrasi adalah Kota Admxn:stras: dl Provmsu Daerah Khusus

ihukota Jakarta

Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Admmlstras: Kepuiauan Ser;bu
Provinsi Daerah Khusus bukota Jakar’{a '

Diras Pelayanan Pajak adaiah Dznas Pelayanan Pa;ak Provms; Daerah
Khusus lhukota Jakarta

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekayanan Pajak Provmsa Daerah

: Khusus Ibhukota Jakarta

Unit Pemeriksaan Pajak Reklame Jakarta Utara yang selanjutnya disebut . -
Unit Pemeriksaan adalah Unit Pemeriksaan Pajak RekEame Jakarta Utara-

Dinas Pelayanan Pajak

Kepaia Unit adalah Kepala Unit Pemer;ksaan

Pemer;ksaan pajak ‘daerah adalah Serangkaian proses untuk mencan ,
mengumputkan dan mengolah data dan/atau- keterangan lainnya dalam.
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan: kewajzban perpajakan daerah
berdasarkan ketentuan perundang undangan -
BAB 1l
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unlt F’emeraksaan Pajak Reklame
- Jakarta Utara. .



Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

memimpin dan mengoordmas;kan peiaksanakan tugas dan fungsi Unit

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbaglan Seks: dan Subkelompok

 Jabatan Fungsional;.

(T)

- (2)

(3)

 melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat-

Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau mstans: terkait, dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pemeriksaan; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan peiaksanaan tugas dan fungs& S

Unit Pemeriksaan.

Pasa[- 7

Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Umt Pemenksaan B

dalam pelaksanaan adm;mstrasa Umt Pemenksaan

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagtan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit

- Pemeriksaan.

Subbagian Tata Usaha mempunyat tugas

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen'-"
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemenksaan sesuai dengan-
lingkup tugasnya; -

b. melaksanakan Dokumen Pefaksanaan Anggaran DPA) - linit

"~ Pemeriksaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan Rencand Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan,

d. menghimpun bahan dan mengoordmas;kan penyusunan re'nca'na

- strategi Unit Pemeriksaan;

e. melaksanakan monitoring, pengendahan dan evaluass pelaksanaan__
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan; -

f. menyiapkan surat tugas pemeriksaan pajak reklame di wilayah Kota.
Administrasi Jakarta Utara

g. menerima dan menghimpun tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

h. mendistribusikan Laporan Hasil Pemersksaan (LHP) dan Kerﬁas Kerja
Pemeriksaan (KKP); :

i. menyusun rekomendasi hasil pemeraksaan

j.  melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang

k. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;

memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor;

m. melaksanakan pengurusan ruang rapat,. upacara dan pengaturan
acara Unit Pemeriksaan,

n. melaksanakan publikasi kegiatan dan segaia sesuatu yang berkenaan
dengan Unit Pemeriksaan;

0. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan kinerja, keglatan
dan akuntabilitas) Unit Pemeriksaan;

p. menyiapkan bahan laporan Unit Pemeriksaan yang terkait dengan
tugas Subbagian Tata Usaha; dan _

q. melaporkan dan mempertanggungjaWabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha. .



Pasal 8

| (1) Seksi Pemeriksaan Pajak Reklame Jakarta ‘Utara | merupakan satuan
kerja lini Unit Pemeriksaan dalam pelaksanaah pemeriksaan pajak reklame
wilayah kerja Suku Dinas Pelayanan Pajak | Jakarta Utara.

(2) Seksi Pemeriksaan Pajak Reklame Jakarta Utara | dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
-kepada Kepala Unit Pemenksaan

(3) Seks; F’emer;ksaan Pagak Rekiame Jakarta Utara [ mempunyat tugas

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumenj;;
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan sesuai dengan
lingkup tugasnya; ' S - o L

h. melaksanakan ~Dokumen Pelaksanaan . Anggaran (DPA) -~ Unit
Pemeriksaan sesuai dengan lingkup tugasnya

©. menyusun rencana kerja pendataan, pemenksaan dan penemban:

reklame secara periodik.

menyiapkan langkah-langkah, melaksanakan pendataan, pemenksaan

dan penertiban reklame di wniayah kerja Suku Dmas Pelayanan Pajak |

Jakarta Utara;

e. menerima dan melaksanakan permintaan pemenksaan dari Suku Dmas_- '

Pelayanan Pajak | Jakarta Utara ;

melakukan pemeriksaan reklame baru dan perpanjangan di Iapangan

dalam rangka Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), ¢

melakukan penertiban reklame; . -

membuat laporan hasil penertiban reklame ‘

menyiapkan bahan laporan Unit Pemeriksaan yang terkait dengan__

Cnemgin :
jo )

-

T

pelaksanaan tugas Seksi Pemeriksaan Pajak Reklame Jakarta Utara |; dan.

K. melaporkan dan’ mempertanggung;awabkan pelaksanaan tugas Seksi-
Pemeriksaan Pajak Reklame Jakarta Utara .. :

‘Pasal 9

(1) Seksi Pemeriksaan Pajak Reklame Jakarta Utara Il meru.pakan satuah :
kerja lini Unit Pemeriksaan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak reklame

- di wilayah kerja Suku Dinas Pelayanan Pajak i Jakarta Utara dan"-

Kabupaten Adm:mstrasx Kepu!auan Senbu

(2) Seksi Pemerlksaan Pajak Reklame Jakarta Utara |l depfmpm oleh seorangf;

Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Unft Pemer:ksaan '

(3) Seksi Pemenksaan F’a}ak Rekiame Jakarfa Utara Il mehpunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemertksaan sesuai dengan
lingkup tugasnya,

b. melaksanakan Dokumen P‘eiaksanaan Anggaran (DPA)  Unit
Pemeriksaan sesuai dengan lingkup. tugasnya : '

C. menyusun rencana kerja pendataan, pemenksaan dan penertiban
rekiame secara periodik. ;



()
@
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(3)

(@)

(1)

d. menyiapkan langkah- Iangkah melaksanakan pendataan pemer;ksaan
dan penertiban reklame di wilayah kerja Suku Dinas Pelayanan Pajak !l
Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

e. menerima dan melaksanakan permintaan pemer:ksaan dari Suku Dmas

Pelayanan Pajak I Jakarta Utara’;

melakukan pemeriksaan reklame baru dan perpanjangan di lapangan,

dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); "

melakukan penertiban reklame;

membuat laporan hasil penertiban rekiame

menyiapkan bahan laporan Unit Pemeriksaan yang terkait dengan

pelaksanaan tugas Sek3| Pemenksaan Pajak Reklame Jakarta Utara |I;

dan

k. melaporkan dan mempertanggung;awabkan pelaksanaan tugas Seksr,

' Pemenksaan Pajak Reklame Jakarta Utara |l

™h

= Ta

P’asaldd?
Unit Pemeriksaan dapat mempunyai Subkéicmpok Jébatan Fun'gsio.mal-.

Pejabat Fungsional meiaksanakan tugas daiam susunan orgamsass
struktural Unit- Pemersksaan ' :

Pasal 11

Dalam  rangka méngembangkan pfdfesd:keahhan/kofnpetensi pejabat.
fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pemeriksaan

sebagai bagian dari Ke!ompok Jabatan Fungs;onal Dmas Peiayanan Pajak

Subkelompok Jabatan Fungsaonai sebagasmana dlmaksud pada. ayat (1)

dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok “Jabatan Fungsional yang. -

berkedudukan di bawah dan bertanggung Jjawab kepada Kepaia Unit
Pemertksaan :

Ketua Subkelompok Jabatan Fungs;onal sebagazmana dtmaksud pada ayat; _"f:
(2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dar pejabat.
fungsional yang dihormati dikalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan. -

kompetensi (pengetahuan keahlian, dan antegmtas) yang dimiliki.

Ketentuan lebih Ean;ut mengenaa Jabatan' Fungs;onal Unit Pemerlksaan

diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan 3abatanf‘
fungsional Dinas Peiayanan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsihy__a Unit Pemeriksaan wajib taat dan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



e

(2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi
pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinetja dan
memperiancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pemeriksaan.

Pasal 13

Kepala Unit, Kepala S-ubbégian, Kepala Seksi, dan Ketua Subke!orﬁpbk
Jabatan Fungsional pada Unit Pemeriksaan wajib_metaksanakan tugas masing-
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta

. ‘menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, mtegrass smkron;sasz snmphftkaSI
‘akuntabilitas, transparans& efektivitas dan efisiensi. :

Pasal 14

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada Unit Pemeriksaan wajib memimpin,
mengoordinasikan, memberikan bimbingan, . memberikan  petunjuk
pelaksanaan tugas, membina, dan menilai kmer}a bawahan masing-
masing.

(2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala - Seksi, Ketua Subkelompok.
Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Permeriksaan wajib mengikuti
dan mematuhi perintah dinas atasan masang maszng sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan .

Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Se'ks'i_,'_: dan Ketua Subkelompok = -
 Jabatan Fungsional pada Unit Pemeriksaan wajib mengawasi dan - -
mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil =~ -

langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyempangan-
dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasai 1 6

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksu Ketua Subkeiorhpo"k
Jabatan Fungsional dan pegawai pada- Unit Pemeriksaan ‘wajib

menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan .

masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan.
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan

- pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit

Pemeriksaan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan
dan pelaporan terhadap Dinas Pelayanan Pajak. '



(2)

(1)

(1)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan
dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubernur. _

BAB Vi _
KEPEGAWAIAN
Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pemenksaan merupakan Pegawm Negen;_'
Sipil Daerah. -

Pengeloiaan kepegawaian sebagaimana: .‘dllmhaksud pada aya’t : (1)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang.
kepegawaian.

Dalam pelaksanaan pengelolaan kepégawaian, Unit Pemeriksaan

mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian . o

Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah sebaga:'_
bagian dari pembmaan kepegawalan Dinas-Pelayanan Pajak

BAB VI
KEUANGAN

Pasal 19

Belanja pelaksanaan tugas dan fungs: Unit Pemenksaan dibebankan pada_.___ o

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di!akéan"akén i

sesuai ketentuan peraturan perundang undangan keuangan di btdang._'-;.-'___f,?

. negara/daerah.

(M

(2)

(1)

Pasal 20

Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi. Umt -
Pemeriksaan merupakan pendapatan daerah. :

Pengelolaan pendapatan sebagalmana dimaksud pada ayat ('1'),
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang:
keuangan negara/daerah. -
BAB Vil
ASET
Pasal 21

Aset yang dipergunakan oleh Unit Pemeriksaan sehagai prasarana dan
sarana kerja merupakan .aset daerah dengan status kekayaan daerah yang
tidak dipisahkan. .



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

10

Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan
perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/ daerah.

Pasal 22 .

Prasarana dan sarana ke'rj’a yang ditérima dalam bentuk pemberian, hibah,

atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pemeriksaan dalam rangka

peiaksana‘an tugas dan fungsinya merupakan penerima'an barang daerah" :

Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya: dilaporkan kepada.
Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola- Keuangan Daerah selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum
Daerah untuk dncatat dan dfbukukan sebagai aset daerah

BAB IX
PELAPORAN DAN AKUNTAB?LITAS
Pasal 23

Unit Pemeriksaan meny{Js‘un dan menyarﬁp:—iikan laporan berkala tahunan,.
semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas. -

Laporan sebagaimana dimaksud pad"aa'yét '("! ) antara lain meliputi laporan :

kebutuhan, kekurangan dan keleb:han pegawa:

keuangan,;

kinerja; ' : o
kebutuhan, kekurangan dan keleb:han barang atau prasarana dan
sarana kerja; . :

akuntabilitas; dan

pelaksanaan kegiatan..

cooTo

=

Pasal. 24

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pemeriksaan mengembangkan sistem
pengendalian internal sebagai bagian dan sistem pengendahan mtemai Dinas
Pelayanan Pa;ak .

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 25

Peﬂgawasan terhadap Unit Pemer:ksaan dataksanakan oleh

a.

b.
c.

Lembaga negara yang mempunyas tugas memenksa pengelolaari dan
tanggung jawab keuangan negara; :

Aparat pemeriksa mternaf pemenntah dan

Inspektorat.
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. Diundangkan di Jakarta
L ﬁadatanggal 4 Mei 2000
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BAB X
- KETENTUAN PENUTUP |
Pasal 26
Pada éaat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Keputus:;'n. Gubernur Nomor
147 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinst Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 27
Peraturan Gubernur ini mulai be‘riakﬂ.pad_a tangg_:a.i diu’hdéngkén. _'
Agar setiap orang mengetahuinya, memérintahkan'pe‘ngd’ndangan Pératura’h- '

~ Gubernur ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus ibukota Jakarta 1

-thetapkan di Jakarta
pada tanggat 4 Mei 2009

GUBERNUR PROVENS! DAERAH KHUSUS
IBUK@TA JAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA :

MUHAYAT
NIP 050012362,

BERITA DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN. 2009 NOMOR 53



Lampiran : Peraturan Gubemur Provms; Daerah Khusus’ R
3 Ibukota Jakarta

Nomor 52 TAHUN 2009 -
Tanggal 4 mei 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT F’EMERIKSAAN
' PAJAK REKLAME JAKARTA UTARA

- KEPALA UNIT
SUBBAGIAN
TATA USAHA
 SEKsI b b sEksl |
PEMERIKSAAN PAJAK o ~ | PEMERIKSAAN PAJAK
| REKLAME JAKARTA o © | REKLAME JAKARTA
UTARA | - | - UTARAIL
SUBKELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL - .

GUBERNUR PROYINSI DAERAH KHUSUS
lBUK A JAKARTA,




